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Demokrasi adalah sebuah konsep yang menjadi keharusan dalam 
konteks Negara modern. Disamping itu konsepsi welfare state 
mengahruskan bahwa Negara saat ini dalam konstitusinya harus 
menjamin HAM sebagai sebuah starat utama. Karenanya 
demokrasi dan HAM adalah dua hal yang sangat berkaitan erat 
sekali dalam konteks neagra saat ini. Oleh karena itu dalam 
makalah ini akan dibahas sebuah keterkaitan antara demokrasi 
dan HAM dalam Negara Indonesia khususnya dan global pada 
umumnya 
 






A.  Pendahuluan 
Menebarkan pemahaman demokrasi dan hak 
asasi manusia, di mana salah satunya dalam bentuk 
kontribusi makalah ini, merupakan upaya kita bersama 
di tengah arus transisi Indonesia menuju demokrasi  
berkeadaban (civilit ized democrazy ). Proses sosialisasi  
demokrasi yang otentik (genuine) menjadi sangat  
urgen, di tengah bangsa Indonesia berke inginan untuk 
mempertahankan dan memelihara keberlangsungan 
demokrasi konstitusional. Hak i tu karena, demokrasi 
bukanlah sebuah mesin yang dapat langsung, secara 
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otomatis,  bekerja sendiri, melainkan dibutuhkan 
sebuah upaya reproduksi yang dilakukan secara sadar 
dan sistematis guna menghasilkan bangsa yang 
mempunyai wawasan dan sikap untuk mengembangkan 
budaya demokratis serta konsisten untuk 
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari -hari.  
Transisi Indonesia menuju demokrasi, sejak 
jatuhnya kekuasaan refres if selama lebih 30 tahun 
agaknya tidak mungkin lagi dimundurkan (point of no 
return), setidaknya hal itu dapat diperhatikan dengan 
liberalisasi politik dan demokratisasi. Sehingga, 
hasilnya, bangsa Indonesia kini mulai disebut sebagai 
salah satu negara demokrasi terbesar di dunia,  
persisnya third largest democracy in the world ,  
setelah India dan Amerika Serikat . Perubahan 
Indonesia menuju demokrasi kelihatan tidak bisa 
dielakkan. Liberalisasi dan demokratisasi  itu hanyalah 
mengikuti kecenderungan pertumbuhan dramatis 
demokrasi pada tingkat internasional secara 
keseluruhan. Indonesia pada akhirnya mengikuti apa 
yang disebut banyak ahli sebagai third wave 
democrazy .  Menurut berbagai kajian, jumlah negara 
yang secara formal menganut demokrasi meningkat 
drastis  pada dasawarsa 1990-an; jumlahnya meningkat 
dari 76 negara (46,1 persen) dari jumlah seluruh 
negara di  dunia menjadi 117 negara (63,1 persen).  
Pergantian kepemimpinan nasional kepada 
Presiden B.J. Habibie, pada tanggal 21 Mei 1998, 
memperkuat momentum transisi Indonesia menuju 
demokrasi melalui  penerapan sistem multipartai.  
Tidak berlebihan kemudian, Pemilu 1999 dinilai 
sebagai Pemilu paling demokratis sejak Indoensia 
merdeka, di  samping diiringi dengan adanya 
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kebebasan pers serta meningkatnya fungsi checks and 
balances  DPR. Tetapi kemudian, pada saat yang sama, 
harus diakui bahwa, pertumbuhan demokrasi atau 
transisi Indonesia secara damai menuju demokrasi,  
juga menimbulkan banyak kegamangan dan 
kecemasan. Jika demokrasi adalah peaceful resolution 
on conflict ,  orang menyaksikan semakin meningkatnya 
kecenderungan penyelesaian konflik melalui  cara -cara 
tidak demokratis, seperti penggunaan mob politics,  
money politics dan cara-cara undemocratic lainnya.  
Fenomena ini sangat tidak kondusif bagi transisi 
Indonesia menuju demokrasi. Menurut Sorensen 
(1993), konflik domestik yang terjadi pada berbagai 
level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari  
dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan 
dan pada gilirannya diikuti  dengan kekerasan dan 
anarki,  sama sekali  t idak kondusif bagi penciptaan dan 
pengembangan kebudayaan politik demokratis, atau 
Hefner  (1998) memberi ist ilah lain dengan 
menumbuhkan keadaban demokratis (democratic 
civility).  
Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara -
cara tidak demokratis dan kekeras an dalam politik 
Indonesia di masa transisi menuju demokrasi, sebagian 
besarnya bersumber dari konflik di  antara elite politik 
yang pada gilirannya berimbas pada lapisan 
masyarakat akar rumput. Jika salah satu esensi 
demokrasi dan poli tik adalah art compromise  dan 
respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justeru 
menyaksikan kian meningkatnya sikap mau menang 
sendiri pada kalangan eli te politik dan massa, yang 
bukan tidak jarang berujung dengan kekerasan dan 
anarki.  Anarkisme itu bertambah akut dengan 
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lumpuhnya law enforcement dan merosotnya peranan 
dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum. Transisi  
Indonesia ke arah demokrasi  yang lebih genuine dan 
otentik jelas merupakan proses yang sangat kompleks 
dan panjang, yang harus didukung oleh situasi politik  
dan ekonomi yang baik. Artinya, pengembangan 
budaya politik (political culture ) yang lebih 
demokratis perlu terus dilakukan kepada semua 
segmen masyarakat dari elit  politik hingga rakyat 
awam, termasuk adanya perangkat legal sistem politik 
serta reformasi  kelembagaan yang menyangkut 
pengembangan dan pemberdayaannya –  legislatif,  
eksekutif dan yudikatif.  
Demokrasi bukan barang jadi yang dapat hadir 
dan berwujud melalui pewarisan begitu saja ( taken for 
granted),  tetapi ia mesti dipelajari  (democracy is 
learned) dan dipraktekkan secara sustainable .  Karena, 
cara paling strategis untuk mendalami dan 
memberdayakan demokrasi adalah melalui apa yang 
disebut dengan democracy education .  Pendidikan 
demokrasi secara substansif dapat meliputi kegiatan 
sosialisasi , diseminasi, aktualisasi , dan implementasi  
konsep, sistem, nilai, dan praktek demokrasi.  Hanya 
dengan critical  partnerships antara negara dan 
masyarakat (state and society ), maka pengembangan 
dan pemapanan demokrasi yang dijunjung nilai -nilai  
hak asasi manusia dapat diaktualisasikan.  
Membangun demokrasi berarti,  meletakkan 
pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi  dan 
lembaga-lembaganya: (1) pemahaman tentang rule of  
law dan human rights seperti tercermin dalam 
rumusan-rumusan, perjanjian, dan kesepakatan 
internasional dan lokal; (2) penguatan keterampilan 
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partisipatif untuk memberdayakan masyarakat dalam 
merespon dan memecahkan masalah-masalahnya 
secara demokratis; serta (3) pengembangan budaya 
demokratis dan perdamaian pada semua aspek 
kehidupan masyarakat. Membangun demokrasi  
merupakan kebutuhan mendesak karena beberapa 
alasan, misalnya meningkatnya gejala dan 
kecenderungan polit ical illi teracy ,  tidak mengetahui 
persis cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, 
serta meningkatnya apatisme poli tik ( political  
aphatism) –  baik pada waktu pemberian suara dalam 
Pemilu dan Pilkada, atau terlibat dalam proses -proses 
politik lainnya.  
 
B. Kondisi Sosial,  Ekonomi, Politik, dan 
Perburuhan di Provinsi Banten  
  Satu rujukan yang hendak dipakai dalam 
menjelaskan subdeskrips i makalah ini  yaitu buku 
statistik,  “Banten Dalam Angka 2004/2005” yang 
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi  
Banten.  
 Provinsi Banten terbentuk dengan keluarnya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Wilayah 
Provinsi ini memiliki luas 8.800,83 km
2
,  yang terdiri 
atas 4 kabupaten yaitu: Serang, Pandeglang, Lebak, 
dan Tangerang, serta 3 kota yaitu: Serang, Cilegon, 
dan Tangerang. Provinsi Banten sebagai salah satu 
provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,  
mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan 
provinsi  lainnya. Unit pemerintahan di bawah provinsi  
adalah kabupaten/kota, di mana untuk masing -masing 
kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan, serta 
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kecamatan terbagi habis dalam bebe rapa 
desa/kelurahan. Sistem pemerintahan Provinsi Banten 
adalah, suatu sistem pemerintahan yang mengatur  
segala kegiatan masyarakat dalam suatu 
daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek 
kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu.  
Kemudian, untuk sampai dengan tahun 2004, Provinsi  
Banten telah didukung dengan 2.768 orang pegawai 
negeri sipil, di samping beberapa jumlah tenaga 
kontrak, yang sengaja diadakan pemerintah provinsi  
untuk untuk mendukung keberhasilan kerja.  
 Sebagai daerah dalam wilayah kesa tuan RI,  
maka kegiatan partai politik dalam menempatkan 
anggotanya untuk dapat duduk di DPRD Provinsi  
Banten telah terwakili melalui sebanyak 75 anggota 
dengan rincian laki-laki sebanyak 71 orang dan 
perempuan 4 orang. Putusan legislatif berupa 
peraturan daerah yang telah dihasilkan –  untuk 
mengatur masyarakat Banten –  untuk sampai tahun 
2004 telah dihasilkan untuk sebanyak 13 peraturan 
daerah. Selain i tu, untuk pemilihan kepala 
daerah/gubernur, maka Provinsi Banten telah 2 kali  
melakukan pesta demokrasi. Yang pertama, pemilihan 
gubernur melalui perwakilan oleh anggota DPRD; dan 
yang kedua –  tahun 2007, rakyat Banten telah memilih 
secara langsung gubernurnya.  
 Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus 
Penduduk 2000 sebanyak 8.096.809 jiwa, dan 
meningkat tajam pada tahun 2004 hingga mencapai  
jumlah 9.083.114 j iwa. Dengan laju pertumbuhan 
penduduk tertinggi dimiliki oleh Kabupaten/Kota 
Tangerang 4,53% dan 3,83% dari  rata -rata 
pertumbuhan penduduk provinsi sebesar 3,21%. Dari  
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jumlah tersebut, sebagai daerah terbuka bagi setiap 
warga, di Provinsi  Banten tercatat sekitar 16.871 
warga negara asing, dengan asal negara Cina sebanyak 
71,96%, dan sisanya 28,04% dari negara Arab, 
Pakistan, Inggeris dan lainnya.  
 Sektor ketenagakerjaan sebagai salah satu 
sektor penting pembangunan ekonomi, khususnya 
dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Pada tahun 
2004, di Banten terdapat 7.126.446 penduduk usia 
kerja. Dari jumlah i tu, Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK –  bagian dari penduduk usia kerja yang 
aktif dalam kegiatan ekonomi) mencapai 55,11%. 
Jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 mencapai 
3.927.717 orang, dan dari jumlah ini ada 80,50% telah 
melaksanakan kerja. Atau, dari  jumlah itu, ada 19,50% 
merupakan jumlah angka pengangguran terbuka 
(765.747 orang). Lapangan usaha yang  bisa menyerap 
angkatan kerja di  atas, sektor pertanian 25,80%, 
sebesar 25,24% untuk sektor industri  pengolahan, 
sektor perdagangan 20,58%, sektor jasa 12,48%, 
sedangkan sektor lain –  listrik, gas,  air minum, 
pertambangan/penggalian masing-masing 0,28% dan 
0,57%. 
 Tenaga kerja di  Banten, apabila diamati dari 
status pekerjaan utamanya, ternyata: jumlah 
buruh/karyawan/pegawai lebih dominan dibandingkan 
dengan pengusaha atau pekerja tidak dibayar 
(termasuk di dalamnya pekerja keluarga) .  Terdapat 
sekitar 1.460.588 pekerja (atau 46,19%) yang masuk 
dalam kategori buruh/karyawan. Hampir pemusatan 
buruh/karyawan terjadi di Kabupaten/Kota Tangerang 
dan Kota Cilegon. Karena memang, daerah -daerah itu, 
merupakan pusat pertumbuhan ekonomi setelah 
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masuknya perusahaan-perusahaan industri  
besar/sedang yang diikuti tumbuhnya sektor 
perdagangan dan jasa-jasa yang banyak menyerak 
tenaga kerja. Sebaliknya, meraka yang bekerja di  
sektor informasi di  daerah tersebut relatif rendah. 
Sedangkan, mereka yang termasuk dalam kelompok 
pengusaha pada tahun 2004 terdapat sekitar 
1.241.561 orang, yang merupakan gabungan dari 
mereka yang berusaha sendiri 23,94%, berusaha 
dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga 
sebesar 11,03%, dan pengusaha yang berusaha 
dibantu buruh tetap sebesar 4,30%. Relatif tingginya 
pengusaha yang  dibantu buruh tidak tetap atau 
pekerja keluarga terlihat dari banyaknya pekerja 
keluarga atau tidak dibayar yang jumlahnya sebesar 
259.142 orang (8,20%).  
 Selain itu, terdapat sekitar 2.355.702 orang 
(74,50%) yang bekerja di atas jam kerja normal (yaitu 
lebih dari atau sama dengan 35 jam per minggu).  
Sebagaimana diketahui, bahwa penggunaan jam kerja 
secara tidak langsung dapat dijadikan salah satu 
indikator produktifitas pekerja. Artinya, semakin lama 
jam kerja yang digunakan, diasumsikan semakin 
produktifitasnya pekerja/karyawan meningkat. Dari  
jumlah produktifi tas/jam kerja yang digunakan,  
hampir 25,50% dikategorikan sebagai penduduk 
setengah pengangguran –  karena bekerja kurang dari 
35 jam per minggu, serta sisanya t idak bekerja sebesar 
2,77%. 
 Jumlah penduduk Banten usia tahun yang 
masih/sedang sekolah pada tahun 2004 tercatat sekitar 
3.537.553 orang, terdiri dari 1.796.686 laki -laki dan 
1.740.867 perempuan. Dan sampai dengan tahun 2004, 
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tingkat pendidikan penduduk Banten usia 10 tahun ke 
atas sebagian besar hanya tamat SD dan yang 
belum/tidak tamat SD/sederajat, yang besarnya 
mencapai 59,02%, sebanyak 17,53% tamat pendidikan 
setingkat SLTP, hampir 19,73% untuk penduduk tamat 
setingkat SLTA, dan sedangkan sebesar  3,71% yang 
berhasil menamatkan pendidikan setingkat D1 sampai 
S1. Kaitan dengan jumlah pendidikan tinggi di Banten, 
maka jumlah itu untuk sampai dengan sensus 2003 
sebanyak 28 buah, terdiri  dari  universitas/institut  
negeri  masing-masing 1 buah, sedangkan yang  
lainnya antara politeknik, akademi, sekolah tinggi,  
institut, dan universitas yang dikelola oleh swasta.    
 Kemudian, jumlah penduduk menurut agama 
yang dianut dan jumlah tempat ibadah di Provinsi  
Banten dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.  
 
1.  Jumlah Penduduk Menurut Agama di Propinsi Banten Tahun 
2003 
No. Jumlah Penduduk % Nama Agama 
1 




















            
2,072.00  
0.02 Khonghucu 
7           0.17 Lainnya 
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15,213.00  
8 














Ibadah % Nama Tempat Ibadah  
1 24,675.00 98.80 Mesjid/Musholla 
2 242.00 0.97 Gereja 
3 6.00 0.02 Pura/Kuil 
4 52.00 0.21 Vihara 
 24,975.00 100.00 Jumlah 
 
Dalam hal realisasi penerimaan Pendapatan Asli  
Daerah (PAD) untuk tahun 2004 telah mencapai Rp. 
1.253.360.782.813,- (1,2 trilyun rupiah), dibandingkan 
dengan tahun 2001 yang hanya Rp. 243.098.003.205, - 
(243 milyar rupiah), yang berarti ada kenaikan hampir 
lebih lima kali lipat ,  walaupun dari jumlah angka PAD 
di atas masih memasukkan dana perimbangan dari  
pemerintah pusat sebesar ±40%. Sedangkan untuk 
jumlah Produk Domestic Bruto Regional  (PDBR) atas 
Harga Berlaku  pada tahun 2003 telah mencapai Rp. 
64.669.890.180.000, - (64,70 trilyun rupiah), yang bila 
dirata-ratakan untuk setiap bulan untuk setiap 
jiwa/penduduk Banten harus dapat hidup dengan uang 
sebesar Rp. 593.316,07 atau penghasilan penduduk 
Banten per jiwa setahun sebesar Rp. 7.119.792,86. 
Dalam konteks tersebut, yaitu kondisi ekonomi 
penduduk Banten di atas, belum sepenuhnya dapat 
mencerminkan dan gambaran kemampuan penduduk 
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Banten untuk hidup secara layak, karena/disamping, 
misalnya, telah terjadinya pemusatan kekayaan atau 
pendapatan kepada segmen masyarakat tertentu.  
Sementara itu, bila dil ihat dari  aspek 
pertumbuhan investasi, maka berdasarkan rekapitul asi  
persetujuan dan realisasi investasi; investor yang 
masuk ke Banten (yang disetujui ) untuk tahun 2004 
telah mencapai Rp. 2.627.969.040.000, - dengan rata-
rata kurs US$ sebasar Rp. 10.000, - (atau 2,6 trilyun 
rupiah) untuk investor asing (PMA), yang dihara pkan 
dapat menyerap tenaga kerja untuk jumlah 9.134 
orang. Sedangkan, untuk investor dalam negeri  
(PMDN) untuk tahun 2004 (yang disetujui)  telah 
mencapai Rp. 1.124.070.186.000, - (1,1 trilyun rupiah) 
yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja 
sebanyak 1.782 orang.  
Gambaran singkat kondisi  sosial, ekonomi, 
politik dan ketenagakerjaan (perburuhan) di atas,  
walaupun data itu belum repsesentatif dan belum 
mampu untuk dijadikan bahan analisa bagi ,  bagaimana 
pondasi  untuk membangun sistem demokrasi dan pola 
perlindungan HAM di Banten, namun setidaknya dapat 
memberikan data awal bagi analisa selanjutnya.  
 
B. Jaminan Hukum ‘Hak Asasi Manusia Bidang 
Ketenagakerjaan’  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana tenaga 
kerja dinyatakan mempunyai peranan dan kedudukan 
yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 
pembangunan nasional. Tujuan  pembangunan dalam 
konteks itu, di  samping untuk dipahami secara umum 
yaitu, pembangunan dalam rangka membangun 
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manusia Indonesia seutuhnya dan membangun 
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang 
merata, baik materi il maupun spiritual  berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan dalam 
perspektif karena peran dan kedudukan tenaga kerja 
itu, maka diharapkan terwujudnya pembangunan 
ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas 
tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan 
serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan 
keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan. Kemudian, perlindungan terhadap 
tenaga kerja di  atas, dimaksudkan untuk menjamin 
hak-hak dasar pekerja/buruh/karyawan dan menjamin 
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewu judkan 
kesejahteraan pekerja/buruh/karyawan dan 
keluarganya dengan tetap memperhatikan 
perkembangan kemajuan dunia usaha .  
Dalam konteks di atas,  suatu keniscayaan akan 
tujuan pembangunan ketenagakerjaan itu terealisir, 
manakala negara hukum Indonesia t idak  dibangun 
melalui sistem demokrasi yang memajukan eksistensi  
nilai-nilai hak asasi manusia. Karena perlindungan 
eksistensi hak asasi  manusia terhadap pembangunan 
ketenagakerjaan itu, maka pelaksanaannya pun 
hendaknya mampu mempresentasikan sendi -sendi tata  
kelola yang bersifat  good governance. Ketika good 
governance itu menjadi sandaran, baik oleh 
pemerintah, perusahaan maupun kelompok masyarakat 
yang terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan, 
maka bukan tidak mustahil  terwujudnya masyarakat 
  143 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
madani –  setidaknya dalam segmentasi demokrasi  
ketenagakerjaan.  
Kemudian, tidaklah benar bahwa undang -undang 
ketenagakerjaan di atas, hanya dimaknai untuk „hanya‟ 
menguntungkan (memihak) tenaga 
kerja/karyawan/buruh. Karena, sudah jelas –  implicit,  
dalam point menimbang huruf d.  mengandung 
penafsiran „adanya perlindungan terhadap tenaga kerja 
tetapi juga tetap memperhatikan perkembangan 
kemajuan dunia usaha (baca: pengusaha).‟ Dalam 
analisa l iteratur politik sosial ketenagakerjaan, 
kedudukan pengusaha dipersepsikan sebaga i 
orang/badan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, 
sehingga „kata memperhatikan …‟ dalam bunyi  
pertimbangan keluarnya UU Nomor 13 Tahun 2003 
itu, ada kehendak dan upaya men -generalisir 
kandungan isinya, yang selanjutnya ada upaya 
beberapa pihak untuk meng-amandemen  undang-
undang tersebut. Padahal, secara materi  perundangan, 
Undang-Undang ini dianggap telah memenuhi unsur -
unsur tuntutan suatu negara demokrasi konstitusional,  
yang menghargai hak asasi manusia, yang menganut 
tata kelola pemerintahan yang baik  (good 
governance), serta yang hendak mewujudkan 
masyarakat madani.  
Hubungan hukum yang diangkat dari  adanya 
perjanjian kerja (contract, „aqd) antara pengusaha 
dan/atau pemberi  kerja dengan tenaga kerja,  
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU RI Nomor 13 
Tahun 2003, secara prinsip telah merujuk materi  
hukum keperdataan di Indonesia (KUHPerdata Pasal  
1320, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak, 
kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya 
144 
 
  Vol. 6  No. 2 Juli-Desember 2015 
obyek, dan adanya kausa halal ). Adanya hubungan 
hukum, karena diletakkannya kontrak kerja, yaitu 
harus disadari akan menimbulkan akibat hukum berupa 
hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pendukung hak 
dan kewajiban –  pekerja dan pengusaha .  Unsur lain 
akibat adanya hubungan hukum itu, tuntutan adanya 
prestasi (pasif/aktif) dari subyek hukum itu untuk: 
melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak 
berbuat sesuatu .  Adapun unsur terakhir,  yaitu adanya 
materi hubungan yang bertentangan dengan ketert iban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang 
berlaku lainnya.  
Perl indungan hak asasi manusia terhadap tenaga 
kerja, bukan saja terhadap adanya pelanggaran karena 
causa hak asasi  manusia „murni‟,  misalnya hak -hak 
yang masuk kategori nonderogable rights, derogable 
rights ,  tetapi juga karena pelanggaraan terhadap hak 
asasi manusia dalam masalah publik lainnya,  
sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 89 
ayat (3) huruf h. yaitu masalah: ketenagakerjaan, 
pertanahan, dan lingkungan hidup .  
 Beberapa ketentuan perundangan yang menjamin 
perlindungan hak asasi manusia bidang  
ketenagakerjaan, (harus dihormati, dipertahankan, dan 
tidak boleh diabaikan, dikurangi,  atau dirampas oleh 
siapapun, yaitu:  
1.  UUD Negara RI Tahun 1945.  
2.  Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang 
Hak Asasi Manusia.  
3.  UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ratifikasi:  
International Covenant on Economic, Social,  
and Cultural Rights Perserikatan Bangsa-
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Bangsa),  antara lain: hak atas pekerjaan (Pasal  
6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil 
dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk 
membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak 
atas jaminan sosial , termasuk asuransi  sosial  
(Pasal  9), hak atas standar kehidupan yang 
memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati  
standar kesehatan fisik dan mental yang 
tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), h ak atas 
pendidikan (Pasal  13, 14), serta hak untuk ikut 
serta dalam kehidupan budaya (Pasal  15).  
4.  UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik (Ratifikasi: International 
Covenant on Civil  and Politic Perserikatan 
Bangsa-Bangsa), antara lain: persamaam hak 
antara laki -laki dan perempuan (Pasal 3), hak 
hidup (Pasal 6), hak tidak disiksa, perlakuan 
dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi,  
atau merendahkan martabat (Pasal 7), hak untuk 
tidak diperbudak, diperhamba, kerja paksa atau 
kerja wajib (Pasal 8), hak untuk tidak ditangkap 
secara sewenang-wenang (Pasal 10), hak untuk 
tidak dipenjara karena tidak memenuhi 
kewajiban kontraktual (Pasal 11), hak tidak 
diusir sebagai warga negara asing (Pasal 13),  
hak persamaan di  depan pengadilan (Pasal 14),  
serta hak untuk diakui sebagai pribadi di  depan 
hukum (Pasal  15).   
5.  UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.  
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7.  UU RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi  
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 
Manusia.  
8.  Keppres RI Nomor 181 Tahun 1998 tentang 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan.  
9.  Inpres RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang 
Menghentikan Penggunaan Isti lah Pribumi dan 
Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan 
Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan 
Program, atau Pelaksanaan Kegiatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan.  
10.UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia.  
11.UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia.  
12.UU RI dan/atau ketentuan-ketentuan lain, yang 
terkait langsung maupun t idak langsung, untuk 
sebagai rujukan bagi penghormatan, pemajuan, 
perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia 
bidang ketenagakerjaan.  
 
C.  Analisa Membangun Demokrasi dan  Pelindungan 
HAM di Propinsi Banten  
Hak asasi manusia (human rights) tidak dapat  
dihormati,  dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan, 
tanpa sistem pemerintahan yang demokratis, serta 
sistem hukum yang mengaturnya. Suatu keniscayaan, 
tentang banyaknya l iteratur hak asasi manusia yang 
menyetir analisa bahwa, “ada atau tidak adanya hukum 
–  demokrasi , hak asasi manusia „katanya‟ pasti ada.” 
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Demokrasi tidak dapat pernah berjalan pada relnya 
(democrazy), manakala negara hukum tidak mengatur 
nilai-nilai  hak asasi manusia.  Negara hukum 
(rechtstaats )  menjamin dan memberikan kepastian 
bagi keberlangsungan sistem demokrasi  yang 
menghormati, melindungi, menegakkan, dan 
memajukan hak asasi  manusia.   
Makalah ini disusun tidak untuk menyimpulkan, 
secara subyektif, tentang korelasi kondisi masyarakat,  
individu, atau pemerintah dengan upaya membangun 
demokrasi dan memberikan perlindungan hak asasi  
manusia di  lingkungan pemerintahan provinsi Banten, 
tetapi diharapkan dengan isi materi dan cara penyajian 
makalah di atas, dapat dijadikan bahan kontemplasi 
dan kemudian menyerap maknanya untuk menjadi 
sumber energi membangun masyarakat Banten yang 
beriman dan tak bertakwa.  
Sebagai evaluasi ,  bahwa provinsi  Banten 
merupakan bagian provinsi dari negara hukum 
Indonesia –  negara konstitusional, yang menjamin 
nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia untuk 
dapat berjalan seiring dengan sumber asas kehidupan 
yang dimiliki bangsa dan provinsi Banten, di samping 
secara inklusif masyarakat Banten terbuka bagi  
pemerkayaan nilai -nilai yang baik dari  keniscayaan 
globalisasi . Akhirnya, itulah, masyarakat madani yang 
hendak dicapai dalam pembangunan masyarakat 
Banten, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa, 
sejahtera material dan spiritual  –  dalam dimensi  
interaksi sosial yang cerdas dan mandir i dan realisasi  
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D.  Memahami Ekistensi RANHAM Provinsi Banten  
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
(RANHAM) Indonesia sebagai upaya untuk menjamin 
peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, 
dan perlindungan hak asasi manusia ya ng berasaskan 
nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa 
atau budaya masyarakat dengan berdasarkan pada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
Dalam melaksanakan RANHAM, selain telah dibentuk 
Panitia Nasional untuk tingkat pusat  sebagai ama nat 
Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 
Tahun 2004-2009, maka untuk tingkat daerah –  baik 
tingkat provinsi  maupun kabupaten/kota -- pun 
dibentuk RANHAM Provinsi dan RANHAM 
Kabupaten/Kota, termasuk RANHAM Provinsi Banten. 
Di mana untuk mengimplementasikan dalam kinerja 
riil  telah disusun kepanitiaan untuk masing -masing 
tingkatan wilayah/daerah itu.  Pertanggungjawaban 
Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi kepada 
Gubernur dan Panitia Nasional, sedangk an untuk 
Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota kepada 
Bupati/Walikota dan Panit ia Pelaksana Propinsi  
(perhatikan  Pasal 4 dan 5 Keppres Nomor 40/2004).  
Tugas Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi  
meliputi 5 (lima) program utama sebagai berikut: (1)  
pembentukan dan penguatan institusi pelaksana 
RANHAM, (2) persiapan harmonisasi peraturan 
daerah, (3) diseminasi  dan pendidikan hak asasi  
manusia, (4) penerapan norma dan standar hak asasi  
manusia, serta (5) pemantauan, evaluasi , dan 
pelaporan. Kaitan dengan tugas d iseminasi dan 
pendidikan hak asasi manusia, dimaksudkan sebagai 
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usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, 
menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan 
rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama 
aparat pemerintah, Dewan Pewakilan Rakyat Daerah, 
para pendidik, dan aktifis Lembaga Swadaya 
Masyarakat. Sebagaimana dimaklumi bahwa, 
penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan 
perlindungan hak asasi manusia memerlukan proses 
panjang mengingkat sifat hak asasi manusia yang sarat  
dengan unsur nilai , selain dapat berlangsung dimana 
saja, kapan saja, dan oleh siapa saja,  yang akhirnya 
diharapkan bagi pembentukan pengetahuan, sikap dan 
tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab 
terhadap pemecahan masalah -masalah hak asasi  
manusia yang berdimensi hak sipil, p olitik, ekonomi, 
sosial, budaya, dan hak atas pembangunan menuju 
masyarakat adil  dan makmur. Hal i tu berart i pula 
sebagai aplikasi pelaksanaan program kegiatan 
perlindungan dan pemenuhan hak asasi mansuia secara 
umum, sedangkan implementasi program khusus yaitu 
berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak 
asasi manusia untuk kelompok masyarakat rentan 
pelanggaran -- anak, perempuan, penyandang cacat ,  
remaja, buruh formal dan informal, manusia lanjut  
usia,  kelompok orang miskin, orang hilang secara 
paksa (enforced disappearance), masyarakat adat,  
kelompok minoritas, pemindahan secara 
paksa/pengungsi domestik (internally displaced 
person),  tahanan dan narapidana, petani dan nelayan;  
di samping program khusus lain, misalnya: 
penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, 
penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat .  
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Selain itu, persiapan harmonisasi peraturan 
daerah, yang bersumber dari unsur kinerja lanjutan 
atas ratifikasi perangkat hak asasi  manusia 
internasional, selain akan memperkuat hukum nasional 
dan peraturan daerah dalam upaya menjamin 
penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan 
perlindungan; yang berarti diharapkan juga akan 
menunjang kebijakan pembangunan hukum nasional 
maupun daerah yang menyesuaikan diri dengan norma -
norma yang diterima secara inte rnasional. Walaupun 
harus dipahami, ratifikasi/pengesahan perangkat itu 
harus bersifat selektif dengan mempertimbangkan 
kepentingan nasional/daerah. Artinya,  kegiatan ini  
memerlukan pengkajian ilmiah dan persiapan revisi  
peraturan perundang-undangan dan pembuatan 
peraturan perundang-undangan yang baru agar sesuai 
dengan standar atau norma hak asasi manusia yang 
diterima oleh bangsa Indonesia.  Harmonisasi  
dilaksakanan secara arif, bijaksana dan bertahap 
dengan memperhatikan dinamika perkembangan 
ekonomi, sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat 
Indonesia.  
Keberadaan RANHAM adalah, dalam rangka, 
menjamin peningkatan, penghormatan, pemajuan, 
pemenuhan, dan perlindungan hak asasi  manusia di  
Indonesia atau khususnya di provinsi Banten dengan 
mempertimbangkan: nilai-nilai agama, adat-istiadat,  
dan budaya bangsa Indonesia atau masyarakat 
Banten .  Implementasi kinerja panitia pelaksana, telah 
mulai  banyak melakukan kegiatan, di antaranya: 
Sosialisasi HAM untuk Karyawan, Pengusaha dan 
Mahasiswa; Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi  
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Tahun 2007, Peneli t ian HaKI di Provinsi Banten, dan 







Abdillah, Masykuri , Demokrasi  di Persimpangan 
Makna: respon Intelektual Muslim Indonesia 
Terhadap Konsep Demokrasi (1966 -1993),  
Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.  
A. Sirry, Mun‟im, Dilema Islam Dilema Demokrasi: 
Pengalaman Baru Muslim Dalam Transisi 
Indonesia ,  Bekasi:  Gugus Press, 2002.  
Abdullah, Rozali,  Perkembangan HAM dan 
Keberadaan Peradilan di Indonesia, Jakarta: 
Ghalia, Indonesia,  2002.  
Al-Maududi, Abu A‟la, Hak Asasi Dalam Islam, 
Jakarta: YAPI, 1998.  
An-Naim, Abdullahi Ahmed, Dekonstruksi  Syariah ,  
Yogyakata:  LKiS, 1998.  
Asshidiqie, Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam 
Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia ,  
Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.  
Azra, Azyumardi, “Membangun Keadaan 
Demokratis”, Jakarta, Kompas, 28 Juni 2000.  
------- , Paradigma Baru Pendidikan Nasional:  
Rekonstruksi dan Demokratisasi,  Jakarta: 
Kompas, 2002.  
152 
 
  Vol. 6  No. 2 Juli-Desember 2015 
------- , Reposisi Hubungan Agama dan Negara: 
Merajut Kerukunan Antar Umat ,  Jakarta: 
Kompas, 2002.  
Baehr, Peter (et. Al), Instrument Internasional Pokok 
Hak-hak Asasi Manusia ,  Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2001.  
Cipto, Bambang, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan: 
Menuju Kehidupan yang Demokratis dan 
Berkeadaban, Yogyakarta: LP3 UMY-The Asia 
Foundation, 2003.  
Fakih, Mansour,  dkk.,  Menegakkan Keadilan dan 
Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun 
Gerakan HAM ,  Yogyakarta:  Insiste Press,  
2003.  
Gelner,  Ernest , Membangun Masyarakat Sipil,  
Prasyarat Menuju Kebebasan ,  Bandung: 
Mizan, 1995.  
Liddle, William, R. dan Saiful Mujani, “Islam, Kultur 
Politik, Demokratisasi”, Jurnal Demokrasi dan 
HAM, Vol. 1, No. 1,  Mei –  Agustus 2000.  
Lopa, Baharuddin, Kejahatan Korupsi dan Penegakkan 
Hukum ,  Jakarta: Kompas, 2001.  
------- , Al-Qur‟an dan Hak Asasi Manusia ,  
Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 
1999.  
Madjid, Nurcholish,  Membangun Oposisi Menjaga 
Momentum Demokratisasi, Jakarta: Voice 
Center Indonesia, 2000.  
Mahfud MD, Moh.,  Hukum dan Pilar-Pilar  
Demokrasi ,  Yogyakarta: Gema Media, 1999.  
  153 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
------- , Demokrasi  dan Konstitusi  di Indonesia ,  
Yogyakarta: Liberty,  1999.  
Manan, Bagir (et. al .), Perkembangan Pemikiran Hak 
Asasi Manusia di  Indonesia ,  Bandung: PT 
Alukni, 2001.  
Mas‟udi, Masdar F., “HAM Dalam Islam” dalam 
Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan ,  
Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM ,  
Yogyakarta: UII Press, 2002.  
Nickel, James W., Hak Asasi Manusia: Refleksi  
Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi  
Manusia ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1996.  
Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi,  Hak Asasi  
Manusia, dan Masyarakat Madani ,  Jakarta:  
ICCE UIN Syarif Hidayatullah –  The Asia 
Foundation, 2003.  
 
 
 
 
 
 
